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A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua
tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya,
terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab
maupur dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan
orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua,
kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang
membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan
lingkungannya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain
terhadap dirinya (mayyit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazshnya.
Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu
adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli
waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara
(baitul mal) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan

tersebut.!

’Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2008), 1.



Waris adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia.
Hal ini dikarenakan waris adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi
kematian.Pada dasarnva, setelah kematian seseorang tidak berarti semua
kewajiban si mayit beralih kepada pihak lain, akan tetapi dalam permasalahan
harta kekayaan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada
nama-nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris atau orang-orang yang
memang berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dan proses peralihan
harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris disebut hukum waris.”

Islammemandang waris termasuk salah satu bagian dari materi fikih atau
ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam
menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan
ketentuan tentang waris ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi
kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di
sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.®

Semua hukum waris tersebut menentukan orang-orang yang berhak
menjadi ahli waris, berapa bagiannya, bagaimana ketentuan pembagiannya serta

berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Didalam

Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2002),
* Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media. Cet. 11, 2005), 148.



hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mayit
(pewaris), telah digariskan dalam al-Qur’an dan Hadis secara rinci dan jelas.*

Allah telah herfirman dalam curat al-Niga’avat 7
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Artinya: “Bagi laki-laki ada bsgian dari harta peninggalan kedva orang tua dan
kerabatnys, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telsh ditetapkan.” (QS. al-Nisa’: 7).

Sejumlah ketentuan tentang fara’id telah diatur secara jelas di dalam al-
Qur’an, yaitu di dalam surat a/-Nisa’ ayat 7, 11. 12, 176, dan surat-surat
lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam hadis; dan sejumlah lainnya
diatur di dalam jima‘ dan jjfihadpara sahabat, imam-imam mazhab, dan para
mujtshid lainnya.”

Setiap orang muslim berkewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum
yang telah termaktub didalam nas yang sarih, selama tidak ada ketentuan lain
yang menyatakan bahwa ketentuan terdahulu sudah diperbarui dengan hukum

yang baru. Dan tidak ada satu ayatpun yang melarang membagi harta warisan

“Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 3.
’ Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 62.

SHR. Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT. Refika Aditama,
2002), 3.



menurut ketentuan faraid. Bahkan sebaliknya, manusia dituntut untuk membagi
warisan berdasarkan ketentuan yang ada didalam al-Qur’an.’

Beberapa ayat-avat vang diiadikan dasar sebagai dalil tentang hukum
waris adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 11:

KJ’,.n..aJ"' : 1@5:1.;:';35@5?;5 A '<;::f-‘\';3‘,;| - :?g‘ H ’—.{::i'“y-l’]—: 3 I%;I,’ 3 s & 9\‘;3’{”‘ s i\ ;g’ o}

WS35 Ly attb 28iR 143 s s I B s B SgEE #A I o 55
KGRI WITE S H o R VOB L [ (P ITREC o)
(y: ;.L...dl) [

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (vaitu) bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dus, maka bagian mercka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan).Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal)
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan
dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (vang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian—pesabagian tersebut di
atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mercka yang fedit Oanyak manfzstnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui
Maha Bjjaksana (QS al-Nisa’: 11).5

"Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3-4.

§ Departemen Agama Rl, AJ-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media,
2005), 78.



Dan juga Firman Allah dalah surat Al-Nisa’ ayat 176:
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Artinya: mereka meminta nasihat kepadamu (muhammad tentang kalalah),
katakaniah: “Allah memberi fatwa kepada kalian tentang (kalalah)
yaitu: jika seseorang meninggal dunia serta tidak meninggalkan
keturunan, dan ia tidak mempunyai saudara perempuan ssjs, makas
saudara perempusn tersebut mendapat bagian seperdua dari harta yang
ditinggalkannys. Dan saudara laiki-laki mendapatkan bagain semua
harta warisan apabila orang yang mati itu tidak meninggalkan
keturunan. Dan jika yang diwarisi itu saudara perempuan dua orang,
maka mereka berdus mendapatkan duspertiga dari spa yang
ditinggalkan. Jika ahli warisnya terdiri dari saudara laki-laki dan
perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengsn bsgisn dus
orang saudara perempuan. Allah menerangkan hak kalian supays tidek
sesat dan Allsh maha mengetahui segala sesuatu (QS al-Nisa’: 176)°

Selain ketentuan waris yang diatur secara jelas di dalam al-Qur’an,
ketentuan waris juga diatur di dalam hadis, dan sejumlah ketentuan lainnya
seperti diatur di dalam jjma‘dan jjtihad para sahabat, imam-imam mazhab, dan

para mujtahid lainnya, sedangkan dalam konteks hukum positif Indonesia hal

’Ibid, 1018.



tersebut termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Waris.'°

Selain itu, Rasulullash SAW juga menjelaskan dalam hadis tentang
permasalahan peralihan harta berupa waris ini. Di antara hadis mengenai waris

ini adalah:

B
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Artinya: “Musa bin Jsma’ll menceritakan kepada kami bahwa telah
menceritakan Wahaib, menceritakan kepada kami Tawus dari
bapaknya, dari Ibn ‘Abas RA: dari Rasulullsh SAW bersabds, “Berikan
bagian warisan kepada ahli warisnya, selebibnya adalah milik laki-laki
yang paling terdekat’.
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Artinya: ‘“Ishaq bin Mansur mengsbarkan kepada kami, Abi ‘Asim dari Ibn
Juraij dari ‘Amr bin Muslim dari Tawus dari ‘Aisysh beliau berkata:
Rasulullah SAW bersabda : “Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris
orang yang tidak memiliki ahli waris’.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris, 3.
"Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-mugirsh al-Bukhari, Sahih

Bukhariy, Volume VI, (Beirut: Dar al-fikr, 1993), 494,

"Abil ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saursh bin Miisa bin ad-Duhak, Suzan Tirmizy, Juz

IV(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 367.



Beragam pendapat dalam suatu wacana tentang masalah waris terkadang
menimbulkan suatu kerancuan apalagi jika dihadapkan dengan kemajemukan
bangsa Indonesia yang sangat beragam dengan kebutuhan dan permasalahan
yang sangat beragam pula.Hal tersebut yang mendorong pemuka negara ini
untuk merumuskan kitab fikih versi Indonesia yang menjadi rujukan Peradilan
Agama dan merumuskannya dalam suatu bentuk kesatuan yaitu Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam."”

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas nilai-nilai tata
hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan waris.Kompilasi
Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat
ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan
Peradilan Agama.Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan
hanyalah sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang
berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi
penegakan hukum yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum
Islam."

Salah satu pokok materi dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian
harta waris. Harta waris harus dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing

karna itu adalah hak dari masing-masing ahli waris.

>M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agamas, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2001), 25.

Y mbid.



Masalah pembagian harta waris yang akan ditelitikali ini adalah tentang
pembagian harta waris secara rata dalam putusan PA Kabupaten Malang
Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA Kab.MlgPengadilan Agama kabupaten Malang
sebagai institusi yang berwenang mengadili perkara tersebut telah menunjuk
majelis hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat
secara adil dan bijak sesuai dengan prosedur dan hukum materinya.'®

Gugatan berawal dari penggugat yang merasa hak warisnya tidak
didapatkan sebagaimana mestinya dan harta waris belum dibagi, namun para
tergugat sudah menguasai harta peninggalan pewaris.Penggugat menggugat 10
saudaranya yakni 5 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan yang sudah
menguasai harta waris tersebut. Penggugat meminta pengadilan agama
kabupaten malang untuk memanggil para pihak yang terlibat, memeriksa,
mengadili dan kemudian menjatubhkan putusan sesuai gugatan pf:tnggugat.I6

Dasar dari gugatan ini adalah perasaan ketidakpuasan penggugat atas
penguasaan sebagian harta waris oleh beberapa ahli waris, menurut penggugat
para ahli waris lain telah memiliki harta warisan secara tidak sah karena
pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam tidak pernah
dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, penggugat

memohon pengadilan untuk menetapkan para ahli waris yang telah mengusai

'5Putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama
kabupaten Malang

16 1bid,



harta waris yang dinilai secara tidak sah selama ini diputuskan melakukan
kejahatan, dan harta waris dibagi sebagaimana pembagian dalam hukum Islam,
yakni perbandingan laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.’’

Atas gugatan ini para tergugat memberikan jawabannya dimana pada
salah satu poinnya menyatakan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia
pewaris telah menghibahkan beberapa obyek sengketa yang diajukan oleh
penggugat, tergugat juga memberikan bukti adanya akta hibah dan sertifikat
kepemilikan atas obyek tersebut. Disamping itu tergugat juga menyatakan
bahwa beberapa obyek yang disengketakan telah dibagi secara rata oleh para
ahli waris sesuai dengan amanat pewaris serta penggugat juga menyaksikan dan
memberikan tanda tangan diatas akta pembagian tersebut bersama tergugat
yang lain sebagai ahli waris.'®

Atas gugatan dan jawaban dari para pihak majelis hakim memutuskan
beberapa hal atas perkara ini, diantaranya adalah mengabulkan sebagian gugatan
yang diajukan, dan beberapa gugatan lain dikesampingkan. Yang menjadi poin
penting dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim untuk
mengesampingkan permohonan penggugat untuk membagi harta warisan sesuai

dengan ketentuan dua berbanding satu, disini majelis hakim mempertimbangkan

bahwa karena bagian para ahli waris porsinya sudah disepakati bersama untuk

Y bid.
8 Ibid.
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dibagi sama rata baikahli waris laki-lak maupun perempuan,maka pembagian
warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu
bagian dapat dikesampingkan.”

Majelis hakim mendasarkan putusan ini pada sabda baginda Rasulullah
SAW yang artinya: “samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian
(hibah), seandainya aku -boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan
perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan”. Hadis ini
diriwayatkan oleh Thabrani. Selain hadis tersebut majelis hakim juga berdasar
pada Pasal 183 KHI sehingga majelis hakim menjadi yakin dalam memberikan
putusan dikesampingkannya permohonan pembagian menurut hukum waris
Islam sebagaimana dimaksudkan penggugat, dan pembagian harta warisan
dibagi secara sama rata sesuai dengan hasil musyawarah keluarga.””

Jika dilihat dari dalil pembagian waris, setiap ahli waris telah memiliki
bagian masing-masing. Pemberlakuan adil dalam pembagian harta waris tidak
semata berupa samanya porsi pembagian harta waris, akan tetapi sesuai kadar
dan peran masing-masing ahli waris sebagaimana maksud yang tersirat dalam
surat al-Nisa’ ayat 11 di atas.

Perkara ini telah diajukan banding oleh penggugat, akan tetapi karena

waktu telah melampaui batas diperbolehkannya pengajuan banding maka ditolak

" bid.
2 Ibid,
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oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian hasil putusan ini telah
berkekuatan hukum tetap atau inkracht meskipun masih menyisakan
ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berperkara, dan juga menyisakan tanda
tanya besar dalam benak masyarakat tentang bagaimana status pembagian harta
waris sama rata yang banyak berlaku dalam masyarakat kita dalam kaca mata
hukum warislslam.”’

Berangkat dari realitas di atas,dirasa sangat perlu untuk menganalisa
secara tuntas masalah pembagian waris secara sama rata dipandang dari
perspektif hukum warisIslam. Karena kasus ini telah ditangani dan diputuskan
oleh Pengadilan Agama yang berwenang menangani masalah tersebut, perlu
kiranya kembali meneliti dalam literatur fikih dan perundang-undangan apakah
dalil yang menjadi tumpuan putusan majelis hakim ini sesuai dengan jawaban
yan diharapkan dalam permasalahan waris bagi rata.

Hal lain yang menjadi dorongan kuat untuk membahas masalah ini adalah karena
kurangnya penelitian yang memfokuskan diri pada masalah seperti ini, dan juga
belum ditemukan peneliti yang mengangkat kasue ini delam sebuah penelitian
skripsi. Maka dengan demikian penulis yakin akan mampu menyelesaikan penelitian
ini dengan waktu yang ditentukan. Penulis merangkai peneclitian ini dengan
judul*“Analisis Hukum Islam terhadap Kesamaan Bagian Waris Dalam putusan PA
Nomor: 3052/pdt.g/2010/PA Kab.Mlg.”.

B. Identifikasi Masalah dan batasan masalah

Zpytusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mig Pengadilan Agama
kabupaten Malang
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Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa

terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul

“analisis hukum Islam terhadap kesamaan bagian waris dalam putusan PA

nomor :3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg”, yaitu:

1.

2.

3.

Dasar pembagian harta waris menurut hukum Islam
Pelaksanaan pembagian waris

Bagian-bagian ahli waris menurut al-Qur’an

. Deskripsi putusan PA Kab. Malang Nomor:

3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.MIgtentang pembagian harta waris secara bagi

rata.

. Pertimbangan hukum putusan PA Kab. Malang Nomor:

3052/Pdt.G.2010/PA Kab.Mligtentang pembagian harta waris secara bagi
rata.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

. Alasan terjadinya kesamaan bagian waris dalam putusan PA Kab. Malang

Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg

. Pertimbangan  hakim dalam memutuskan  perkara  Nomor:

3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mig

. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas,
dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Mengapa terjadi kesamaan bagian waris dalam putusan PANomor:
3052/Pdt.G.2010/PA Kab.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkaraNomor:
3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasamya untuk
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang
pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidek ada

pengulangan materi secara mutlak.
1. Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa
terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia). Skripsi oleh Ma’ruf Jauhari, Fakultas
Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000). Skripsi ini membahas latar belakang

penetapan pasal 183 KHI, dasar hukum dan metode istinbat hukum pasal 183,
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implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjauan hukum Islam terhadap

perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.?

2. Pembagian Warisan Secara Kekeluargasn (Studi Terhadan Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam). Skripsi oleh Agus Efendi. Skripsi ini membahas
tentang tinjauan hukum Islam terhadap pasal 183 KHI, yang telah banyak
dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan waris mereka.
Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang
telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di
masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan,
ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu
tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

3. Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Tesis oleh Fitrotin Jamilah. Tesis ini membahas tentang

deskripsikesepakatan damai menurut pasal 183 KHI dan bagaimana

implementasi kesepakatan damai dalam pembagian waris di Pengadilan

2Ma'ruf Jauhari, Perdamaian Abli Waris dalam Pembsgisan Harts Warisan (Studi Analisa
terhadsp Pasal 183 KHI di Indonesia), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah,
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

B Agus Efendi, Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi terhadsp Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2009.
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Agama Bangil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum
Islam tidak menerapkan kesepakatan damai dalam hal pembagian warisan.?*

4, Jawadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan
skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugat Waris
Pada Peradilan Agama”dalam skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan
terhadap masalah gugatan waris yang ada di semua lingkungan Peradilan
Agama mulai dari tata cara mendaftarkan, pembuktian sampai memutuskan
sebuah perkara gugat waris. Jadi dalam skripsi ini membahas penyelesaian
gugatan warisan secara umum Yyang terjadi dalam lingkungan Peradilan
Agama dan tidak membahas satu kasus yang khusus.”

5. Salman al-Farisi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta
(Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)” dalam skripsi ini hanya
membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan
Agama Yogyakarta dan yang diambil sampelnya adalah putusan dengan
nomor diatas yang menitik beratkan pada penolakan eksepsi istri ketiga

pewaris oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan akhirnya

HFitrotin Jamilah, Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dslam Kompilasi Hukum lIslam,
Tesis pada Jurusan Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2009.

BJawedi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan pendidikan pada
tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agama”
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Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan beberapa ahli waris yang berhak
mendapatkan warisan.?®

Dari pemaparan tentang beberapa penelitian diatas maka penulis akan
membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadsp putusan PA Nomor:
3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan
mengapa terjadi kesamaan bagian waris dalam putusan PA Nomor:
3052/Pdt.G.2010/PA Kab.Mlg dan bagaimana pertimbangan hukum hakim
dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg serta
bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam
memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA Kab.Mlg.

Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang
membahas sebelumnya, karena tulisan ini membahas tentang kesamaan bagian

harta waris.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:
1. Mengetahui latar belakangterjadinya kesamaan bagian waris dalam putusan

PANomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.MIg.

%3alman AL- FARISI, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan
skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa
Warisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)”
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2. Mengetahui Pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor:
3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim

dalam memutuskan perkara Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.MIg.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sckurang-kurangnya hasil
penelitian ini dapat digunakan untuk dua aspek yaitu meliputi aspek teoretis dan
aspek praktis.Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas
dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pembagian harta waris.

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas
dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Pembagian waris. Selain itu,
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan
penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau
pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang

berkaitan dengan masalah pembagian harta waris.
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G. Definisi Operasional
Untuk memahami masing-masing variabel dalam penelitian ini, sehingga

bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguii atau mengukur variabel

penelitian, maka perlu dipaparkan maksud dari variabel atau konsep penelitian.

Berikut adalah penjelasan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebaga'm),ra).27

2. Hukum Islamyang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan
tentang pembagian harta waris berdasarkan al-Qur’an dan 4adis. Serta hukum
syara’ yang terhimpun dalam pendapat ulama’ fikih klasik dan kontemporer
dan kompilasi hukum Islam.

3. Waris adalah harta peninggalan yang berpindah dari seorang yang sudah
meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya.

4, Putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mig
Pengadilan Agama kabupaten Malang adalah putusan tentang pembagian

harta waris secara sama rata.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.
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H. Metode Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis
memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu
sebagai berikut:**
1. Data yang dikumpulkan
Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat
dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat,
maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data tentang latar belakang putusan PA Kab. Malang Nomor:
3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlgtentang pembagian harta waris secara bagi
rata. |

b. Data tentang hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara bagi
rata.

2. Sumber data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari

mana data dapat diperoleh.Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di

atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

BSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Rineka
Cipta. Cet. V, 2002), 194,
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Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer
adalah:

1) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yangmemutus perkara
Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlgtentang pembagian harta waris
secara bagi rata.

2) Dasar pertimbangan hakim dalammemutus perkara Nomor:
3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Migtentang pembagian harta waris secara

bagi rata.

b. Sumber Data Sekunder
Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka ataudokumen
yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas,diantaranya:
1) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum
Warisislam.
2) Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial
3) Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh.
4) Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Warislslam
5) Amir Syarifuddin, Hukum warisIslam
6) Muhammad Ali al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam
7) M. Idris Ramulya, Perbandingan Hukum Warisislam dengan Waris

Perdata (BW)
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8) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam:
Lengkap dan Praktis
9) Fatchur Rahman, Z/mu Waris.
10) Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum WarisIslam.
c. Teknik Pengumpulan Data
Studi Dokumenter
Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan
dengan carastudi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan
mengumpulkan data yangberasal dari catatan atau dokumen yang
berkaitan dengan temapembahasan. Dalam penelitian ini data yang
dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara
perkara, buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan
dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan agama kabupaten
malangtentang perkara waris Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mlg.
d. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis
menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:
1) Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah

diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut  dapat
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dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.” Penulis memeriksa
data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan
kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung
pembahasan.

2) Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan
sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.>
Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-
bagian yang sistematis, di mana bahan dikategorisasikan dalam hal apa
saja yang berkaitan dengan pembagian harta waris secara sama rata.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi.>’ Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan
skripsi ini adalah:

Teknik Deskriptif Analisis, yakni menggambarkan atau melukiskan
secara sistematissegala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis
sehinggamemberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat

ditarikkesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007),121.

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesis, (Jakarta: Balai Pustaka,
Edisi 11, 2005),803.

3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualjtatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 88.
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terjadidi PA Kab Malang dalam perkara waris,kemudian dikaitkan dengan
teori dan dalil-dalil yang terdapat dalamliteratur sebagai pisau analisis,

sehingga mendapatkan suatu kesimpulanyang bersifat umum.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini,
maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab
terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci
sebagai berikut:

Bab Pertama; diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua; memuat landasan teori yang digunakan sebagaipisau analisis
terhadap hasil penelitian.Bab ini membahas tinjauan umum tentang waris
meliputipengertian dan dasar hukum waris, rukun waris, syarat-syarat waris,
sebab-sebab mendapat waris, penghalang waris, asas-asas waris, kemudian
tentang ketentuan pembagia harta waris.

Bab Ketiga, memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi
gambaranumum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, deskripsi kasus tentang

penentuan ahli waris dan dasar hukum hakim PAKabupaten Malang dalam
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putusan pembagian harta waris Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA Kab.Mlg. tentang
pembagian harta waris secara bagi rata.

Bab Keempat; memuat tentang analisis hukum Islam terhadap
pertimbangan hukum majelis hakim PA Kabupaten malang dalam putusan
Nomor: 3052/Pdt.G.2010/PA. Kab.Mlg.dalam perkara pembagian harta waris
secara bagi prata.

Bab Kelima; berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



